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ABSTRAK

Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat | menyatakan bahwa
perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan. Selanjutnya penjclasan Pasal 33 menyatakan bahwa kemakmuran
masyarakatlah yang diutamakan bukanlah orang-seorang dan perusahaan. Maka
bentuk usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi. Koperasi merupakan
organisasi rakyat yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi,
dimana Koperasi Unit desa (KUD) Sungai dareh Kabupaten Dharmasraya merupakan
suatu wujud nyata sebagai wadah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu diperlukan pengurus dalam melaksanakan
tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun
1992 tentang perkoperasian.

Dari hal tersebut di atas, penulis mengemukakan perumusan masalah guna
membatasi permasalahan tulisan ini yaitu : 1) bagaimanakah tugas dan wewenang
pengurus pada Koperasi Unit desa (KUD) Sungai Darch Kabupaten Dharmasraya
dalam pelaksanaannya, 2) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pengurus pada
anggota KUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya, 3) Hambatan-hambatan apa
saja yang ditemui pengurus dalam usaha pengelolaan dan pengembangan KUD
Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya serta bagaimana cara mengatasinya,

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menpggunakan metode vyuridis
sosiologis, dimana metode ini menekankan pada aspek hukum yang berkaitan dengan
permasalahan yvang dibahas dengan praktek di lapangan. Penelitian ini bersumber
pada data primer yang diperoleh langsung dari para responden dan informan serta
lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data diuraikan dalam
bentuk laporan kwalitatif dan kuantitatif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa pelaksanaan
tugas dan wewenang pengurus belum sepenuhnya sesuai dengan anggaran dasar serta
Undang-undang No. 25 Tahun 1992, Bentuk perlanggung jawaban pengurus pada
anggota koperasi dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan serta bimbingan-
himbingan dalam bidang pendidikan koperasi telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini
terlihat dari berkembangnya usaha pada setiap unit yang ada dan peningkatan SHU
setiap tahunnya. Dalam perkembangan KUD Sungai Dareh juga mengalami
hambatan-hambatan, seperti persaingan dalam penjualan buah sawit, dimana jumlah
produksi pada tahun 2005 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2004,
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa salah
satu tujuan negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum.
Tujuan perekonomian yang didasarkan kepada Pancasila adalah untuk tercapainya
kescjahteraan sosial. Penegasan hal tersebut tidak terlepas dari pokok pikiran
vang terkandung dalam UUD 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakvat Indonesia. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945 yang menjelaskan bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan
oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan atau penilaian anggota-anggota
masvarakat. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan asas kekeluargaan dan bentuk usaha yang sesuai dengan UUD itu
adalah koperasi.

Peranan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional sangatlah
penting dalam menumbuh dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta
dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai cita-cita
kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti
u koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha vang luas

wzng menvangkut kepentingan ekonomi rakyat.
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dan pedoman dalam segala sesualu vang menvangkut kehidupan koperasi
terschut. Untuk itu pemerintah senantiasa berusaha menyempurnakan undang-
undang koperasi. Sebagai hasilnya diundangkan Undang-undang No. 25 Tahun
1992 tentang perkoperasian, schagai pengganti undang-undang lama (Undang-
undang No. 12 Tahun 1967) vang diharapkan agar undang-undang tersebut sesuai
dengan dinamika perkembangan perckonomian Bangsa Indonesia.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi  harus lebih
diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi, dimana masyarakat harus
memegang  peran  aktif dalam  kegiatan  pembangunan tersebut.’  Supaya
masvarakat  berperan  aktif  dalam  pembangunan  perckonomian.  maka
diundangkanlah Undang-undang No. 25 Tahun 1992, Di dalam Undang-undang
Mo. 25 Tahun 1992 tersebut disebutkan pengertian koperasi, pada Pasal | avat (1)
nya yang menvatakan koperasi adalah badan usaha vang beranggotakan orang-
seorang  atau  badan  hukum  koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ckonomi rakyat vang
berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sebagai badan usaha koperasi mestinya unluk memperoleh status badan
hukum para pendiri mengajukan pengesahan pendiriannya kepada pemerintah.
sehagaimana vang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 vang
menyatakan  “Koperasi memperoleh  status  badan  hukum  setelah  akta

pendiriannya disahkan oleh  pemerintah™.  Untuk  mendapatkan pengesahan

Dirien Pembinaan Koperasi pedesaan, 1995, Pedoman Pembinaan Koperasi Pedesaan KUD, Dept.
Loperasi dan pembinaan FPengusaha Kecil, Jakarta, him. 23
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BABIV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian vang telah penulis kemukakan pada bab

sebelumnya tentang pertanggung jawaban pengurus pada anggota koperasi

sebagai suatu badan hukum (studi pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Darch

Kabupaten Dharmasraya), dapat ditarik kesimpulan scbagai berikut :

).

Tugas dan wewenang pengurus KUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya
sudah sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar
koperasi. Dalam pelaksanaan tugas pengurus memimpin, menyusun anggaran
belanja koperasi serta memberikan informasi kepada pengawas dengan
wewenang vang ada telah dilaksanakan dengan baik.

Mengenai bentuk pertanggung jawaban pengurus terhadap anggota koperasi
sehagal suatu badan hukum di samping menyelenggarakan berbagai unit
usaha juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota. Begitu juga
dalam hal meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anggota tentang
koperasi, dengan mengadakan penyuluhan dan bimbingan-bimbingan dalam
bidang pendidikan koperasi. Pengurus juga bertanggung jawab mengenai
segala kegiatan pengelolaan dan pengembangan koperasi dan terhadap usaha-

usaha vang dijalankan.
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